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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan  Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Nomor 8j);

Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 4);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
I

m

lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Badung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati adalah Bupati Badung.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat

RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang
selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen ‘
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi
dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang
wilayah.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana
dan bersifat indikatif.

(3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
pendahuluan;

gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
tujuan dan sasaran,;

strategi dan arah kebijakan;

rencana program dan kegiatan serta pendanaan;

kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

penutup.

FRee o o
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(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi
seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta
Berencana.

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk
menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan
kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras
dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
eptember 2021

Diundangkan di Mangupura
pada-tanggal 24 September 2021

ZC LA
FREC LN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 46



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026
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Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Badung.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Badung.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Badung.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.

10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten
Badung.

12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Badung.

16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Badung.

17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Badung.

18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20.Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

23,

Badung.
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kabupaten Badung.

24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.

27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.

28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.

29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

30.

Kabupaten Badung.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Badung.



31.
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Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

- Renstra Kecamatan Petang.
33.

34.
3S.
36.
37.

Renstra Kecamatan Abiansemal.
Renstra Kecamatan Mengwi.
Renstra Kecamatan Kuta Utara.
Renstra Kecamatan Kuta.
Renstra Kecamatan Kuta Selatan.

GIRI PRASTA




Menimbang: a.

Mengingat:1.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN
GEDUNG UNIT 9 LANTAI'T & 2

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAY A SEMPIDI, MENGWI - BADUNG, TELP. (0361) 9009333 FAX. (0361) 9009333
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 197/051/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026
PADA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
BUPATI BADUNG,

bahwauntukmelaksanakanamanat Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim
Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawsan PermukimanKabupaten Badung Tahun 2021-
2026;

b.  bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf  a.
perlumenetapkanKeputusanBupatitentang Pembentukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawsan PermukimanKabupaten Badung Tahun 2021-
2026 pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah:

Undang-UndangNomor69 Tahun1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali. Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor1655);

2. Undang-UndangNomor28 Tahunl999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851):
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomord421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu
Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5081);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi PemerintahanDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan KeuanganDaerah;




Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

'
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'

11.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran  Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
KeuanganDaerah;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung
Tahun 20052023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009
Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor
2) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor § Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun
2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017
Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor8):

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021;

15 PeraturanBupatiBadungNomor 12 Tahun 2011
tentangPelimpahanWewenangPenandatan gananKeputusanBupatiKepa
daKepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) di
LingkunganPemeri ntahKabupatenBadungsebagaimanatelahdiubahden
ganPeraturanBupatiNomor 8 Tahun 2014
TentangPerubahanatasPeraturanBupatiBadungnomor 12 Tahun
2011 tentangPelimpahanWewenangPenandatangananKeputusanBupati
KepadaKepalaSatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) di
LingkunganPemerintahKabupatenBadung;

@
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16, PeraturanBupatiBadungNomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Keputusan KepalaDaerah;

-y
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Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
KerjaPerangkatDaerah;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim PenyusunRencanaStrategis Semesta Berencana Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawsan PermukimanKabupaten Badung Tahun
2021-2026 pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusanini.

Tugasdantanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, sebagai berikut:

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan
pembangunandaerah;

b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawsan PermukimanKabupaten Badungdan dokumen
perencanaanlainnya;
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merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawsan PermukimanKabupaten Badung;

d. merumuskan strategi dan arah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawsan
PermukimanKabupaten Badung;
e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
dan pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawsan
PermukimanKabupaten Badung;
f. menetapkan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawsan
PermukimanKabupaten Badung;
g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
KETIGA : Segalabiaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Badung Tahun Anggaran2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2020

NIP. 19670425 199803 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

LI 0

Yang bersangkutan.
4. Arsip.

Bupati Badung, sebagail.aporan.
Ketua DPRD KabupatenBadung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 1 197/051/HK/2020

TANGGAL :30 DESEMBER2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021-2026PADA
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMANKABUPATEN
BADUNG TAHUN 2021-2026

. Ketua . Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
KabupatenBadung.
II. Sckretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung.
I11. Anggota : 1. Para Kepala Bidang/Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan PermukimanKabupaten Badung.

2  Para Kepala Sub Bidang/Seksi pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupatenBadung.

Kepala Para. Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupatenBadung.

98

4  Staf pada Sub Bagian Perencanaan dan KeuanganDinas
Perumahan  Rakyat dan  Kawasan  Permukiman
KabupatenBadung..

P K 1
NIP. 19670425 199803 1 006
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagal implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat
Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah vyang
mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka
terbitian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu
dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPKP) sebagai salah satu
Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra Tahun 2021-2026
yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator
kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk periode 5 (lima)

tahun kedepan.
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1.2

Landasan Hukum

r

O

o

a peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

8 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat 1l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
enggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Sebaga'mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

hY

embentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 )
Sebagaimana telah diubah dengann Peraturan Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Indonesia Tahun
2018 Nomor 157 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dasrah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025 (
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005-2025 (
lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 ),

J Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayzh Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 ( Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 25);

k  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai acuan
penyusunan perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung.
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1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Bab | . Pendahuluan

Bab Il : Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Bab Il : Isu-lsu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab IV : Tujuan, Sasaran

BabV . Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VIl : Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VIII : Penutup

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
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BAB Il

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
Sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.
20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung memiliki
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung mempunyai fungsi antara lain:
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas.
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas.

pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas.

o oB oW oN s

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsi Dinas.

Struktur Organisasi

Bagan 2.1.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KELOMPOK
BEG

SUSBAGIAN  UMUM SUS. BAGIAN PERINCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN KIUANGAN DAN PELARORAN

[ 1 1

BOANG BDANG BOANG
PERUMARAN FAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN PENYELENGGARAAN PRASARANA

SARANA DANUTIUTAS

SExS
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

==

SEGH
PLRENCANAAN
PENGEMBANGAN PERUMARAN

s
PERENCANAAN DAN FENGEMBANGAN
SARANA PRASARANA DANUTIUTAS

seesi SEXSI SEXS!
PENYEDIAAN DAN PENCEGAHAN KAWASAN PENINGKATAN DAN PEMEIUMARAAN
PEMBANGUNAN PERUMAMHAN PERMUGMAN KUMUM SARANA PRASARANA DAN UTIUTAS
senst sexs) sas
PEMBINALN DAN PERIZIRAN PENINGKATAN KUAUTAS PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN
R FEAMUKIMAN
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truktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, seperti termuat pada bagan 2.1,

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa
bidang sebagai berikut:

a. Bidang Perumahan Rakyat

b. Bidang Kawasan Permukiman

c. Bidang Penyelenggaraan Prasarana sarana dan utilitas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang
membawahi beberapa Kepala Seksi.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang terdiri dari :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
c. Bidang Perumahan Rakyat
a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
b) Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;dan
c) Seksi Pembinaan dan Perizinan Perumahan.
d. Bidang Kawasan Permukiman
a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
b) Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman; dan
c) Seksi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumubh.
e Bidang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana,Sarana dan Utilitas:
b) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas: dan
c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
f.  Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung dapat diuraikan sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
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A.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas:

(=

(1

Le]

-

menetapkan programV/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di
ingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
peraturan dan perundang-undangan;

merumuskan  kebjakan operasional dalam bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

merumuskan kebjjaksanaan operasional dalam bidang Perumahan
Rakyat yang meliputi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan
rumah komersil, serta rumah swadaya serta kawasan perumahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

menyusun regulasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
memvenfikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan
permukiman;

memvaldasi data teknis prasana, sarana dan utilitas Perumahan;
mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan kementerian, provinsi di bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program
di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

mzlaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan permukiman;

memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi
masyarakat, terutama bagi MBR;

memvalidasi rencana penetapan Kasiba dan Lisiba;

mengkoordinasikan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi
aset Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi:

mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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r. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan

@

eraturan  perundang-undangan; mengkoordinasikan pembinaan
pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;

s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

ketentuan peraturan perundangundangan sebagai bahan pertimbangan

dalam peningkatan karier bawahan;

melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di
bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku; mengkoordinasikan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU
perumahan;

u melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi  dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretans Daerah

B. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

a merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang
milix daerah dan pelaporan;

b menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan
kxebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah serta megkoordinasikan
dengan instansi terkait tentang penatausahaan barang milik daerah
yang penetapan status pengunanya oleh pihak ketiga;

d. mengkoordinasikan dan mengkoordinir penataan arsip Dinas serta
layanan informasi publik;

e. mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam
merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala
Dinasuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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menyusun dan merumuskan  langkah-langkah operasional

o

ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

h. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan
masing-masing bidang ;

i, menyelenggarakan pengelolaan administrasi  perkantoran dan
memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
mengkoordnasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan
kebutuhan rumah tangga Dinas;

k. mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan,
capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan
keuangan dan laporan lainnya sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

| mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan
anggaran

m mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

n melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
vepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;

o mendsinbusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan

sesual dengan bidang tugasnya masing-masing;

D

mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;

g memben bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya
pak lsan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
pawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan Karier bawahan;

t melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan

v. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
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C. Kepala Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas :

a menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengkoordinaskan para kepala seksi dalam merumuskan

perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang

c  mengkoordinaskan dengan bidang lainnya dalam hal dan
ketarpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
meanvusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai

L

[}
-

[s

[/

€

dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

s menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

¢ memverfikasi perencanaan perumahan;

o mengevaluasi data dan rencana pembangunan rumah layak huni;

n memvenfikasi persyaratan penyediaan rumah bagi MBR;
mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
rumah swadaya;
mengkoordinasikan pembangunan dan cara pembiayaan rumah
umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil, serta
rumah swadaya;

¥ memberikan pendampingan bagi orang  perseorangan yang
melakukan pembangunan rumah swadaya;

| mengkoordinasikan  pelaksanaan kegiatan  pemeliharan  dan
peningkatan kualitas PSU yang berada pada perumahan;

m. menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang
pembiayaan perumahan;

n.  melaksanakan Pembangunan rumah negara baik yang menjadi aset
Pemerintah Daerah maupun hibah antar instansi;

0. memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang perumahan;

p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang
tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
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sksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

o

idang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Q.

u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

D. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
2 menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan

o

program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢ mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan
tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

Q.

menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

f melaksanakan pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan
pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman
beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan
pengaturan penghunian rumah Dinas/negara;

g. menyelengggarakan pendataan, perencanaan, pengendalian kawasan
permukiman dan peningkatan kualitasa prasarana dan utilitasa kawasan
permukiman;

n. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kawasan
permukiman;

i. melaksanakan pengendalian pengelolaan peremajaan/perbaikan
permukiman kumuh;

j. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan Prasarana, Sarana
dan Utilitas kawasan,

k. menyelenggarakan Pembangunan Kasiba dan Lisiba;

|. menyusun rencana pelestarian kawasan perumahan dengan standar
rumah layak huni dan beridentitas kearifan budaya Bali;

m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
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n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang

tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o

melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

0

melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan

sesuai  kebutuhan sebagai bahan informasi  dan

W
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perianggungjawaban kepada atasan;dan
s melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

E. Kepala Bidang Pengawasan dan Verifikasi Mempunyai Tugas :

a2 menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b, mengkoordinasikan para kepala seksi dalam  merumuskan
perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang
tugasnya sesual ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
xeterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai

dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

f. melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan
dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan
permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin
layak huni dan pengaturan penghunian rumah Dinas;

g. melaksanakan verifikasi kawasan perumahan;

h. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan PSU
dan kegiatan monitoring perumahan dan kawasan permukiman:
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i melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan perbaikan

dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas;

i melakukan survei dan pemetaan tata ruang untuk perumahan dan

kawasan permukiman;

I menyusun kebijakan status PSU yang menjadi aset Pemda;

m.  mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada

| —

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang

tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas

bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

g melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;dan

s.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengawasan dan Verifikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Aset/Inventaris Kantor
yang bergerak maupun tidak bergerak.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
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A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman pada tahun 2021 adalah 55 orang. Sesuai dengan struktur
organisasinya memiliki pejabat eselon Il b (1 orang), eselon Il a (1 orang),
eselon 11l b (3 orang), eselon IV a (11 orang) dan fungsional umum (56 orang)

terlampir tabel 2.2.1

’ TABEL 2.2.1
| Profil Sumber Daya Manssia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
Eselon Golongan Tingkat Pendidikan
Jabutsn Jumlah
ol v oo ] s2| St | SARMUD DIPLOMA | SMA | SMP | SD
Parymahan Raiyat dan Kawasan
Panmikines 1 1
Sekratare Di umahan Rakyat dan
Kawasan Parmukima
Kasubag Umum Dan Ve:‘?;zaae-\L 1 1 1
b Kasubag Perpncanaan Dan Keuangan ! ! I
Staf 9] 7 8 8 16
Kabid Perumahan Rakyat i 1 1 1 B
Kas Pengembangan Perumahan g
" Kasi Peningkatan Kualtas Perumahan R 1
Kasi Pemeliharaan Prasarana, Sarana B I
Utiltas 1 1 1
d  Stat al o[ 1 1] 3 3 1
4 |Kabd Kawasan Permukman 1 1 1 E
Kasi Perencanaan Kawasan Permukiman L ! 1
Kasi Pancegahan Dan Peningkatan N
Kualitas Parmukiman H 1
Kasi Peningkatan Prasarana Dan Utiitas il 1
Kawasan
d Staf 9| 2| # 8 3 1 19
~|Kabid Penyelenggaraan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
Kasi Perencanaan & Pengembangan i ; =
®  prasarana, Sarana, & Utiitas Umum !
b Prasarana, Sarana, & Utiitas Umum 1] 1! 1
©  Kasi Penyelenggaraan dan Pengendalian
d Staf 7 1 5 : n— -
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B. Inventaris Kantor
Invertaris Kantor pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
ermukiman Kabupaten Badung pada awal tahun 2021 terdiri dari Inventaris

barang untuk menunjang kelancaran adminsitrasi, operasional dan kelancaran

palaksanaan kegiatan yang terlampir pada tabel 2.2.3
= 3 S | t

Tabel 2.2.3
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

JUMLAH e KETERANGAN
NO NAMA BARING BARANG BAIK KURANG BURUK
| - BAIK
1 K andaraan Kepala [wmasr e 1 1 o
\Kendaraan Operasional Roda 4 | 10 6 4
\Kengaraan Pick Up 1 1 B
;V»f"if}n’ﬁi-i'. Operasional Roda 2'» i 28 23 5
§ |Mesin Fotoc oy - 1 1
¢ it"\i:a'. Penghancur Keras i | 1 1 -
|Overhead Projector - 2 2
8 |Kamera Fim 7 5 4 1 Barang dengan
9 |Handycam ‘W‘«_—i 5 3 2 kondisi buruk
710 [PC Unn B 63 3 30 [sudah diusulkan
11 '1,4;»:\!; . 3 4 14 penghapusan
[ 12 INote Book | 34 17 17
13 ;F‘:mler o 78 40 38
14 |Scanner 2 2
|15 |Camera Video 14 14
16 |Layar Film/Projector 6 4 2
[ 17 |Profesional Sound System 1 1
[ 18 |Peralatan Studio Visual 1 1
' @“‘;'Can;era Elektronic 1 8 3

23 Kinerja dan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan
tugas Pokok dan Fungsinya melaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh beberapa bidang yaitu: Bidang
Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang
Penyelenggaraan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum .
Urusan Perumahan Rakyat
Peningkatan jalan lingkungan permukiman pada Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dimulai pada tahun 2017, pada tahun 2017
peningkatan jalan lingkungan sudah mencapai kondisi baik sepanjang
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1200.010,90 M yaitu sejumlah 1.965 Ruas Jalan yang ditangani yang tersebar di
6 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2017 sebesar 83,2 %.
Pada Tahun 2018 Peningkatan jalan lingkungan permukiman sudah

mencapai kondisi baik sepanjang 85.448,02 M yaitu sejumlah 1.081 Ruas Jalan
yang ditangani yang tersebar di 6 kecamatan. Rasio capaian pada tahun 2018
sebesar 56,4 %.

Pada Tahun 2019 Peningkatan jalan lingkungan permukiman sudah
mencapai kondisi baik sepanjang 83.358,50 M yaitu sejumlah 62 Ruas Jalan
yang ditangani yang tersebar di 6 kecamatan.

Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah mencapai kondisi baik
sepanjang 288.817,42 M vyaitu sejumlah 3108 ruas jalan yang ditangani
menyebar di 62 desa/ kelurahan di Kabupaten Badung.

Pada Tahun 2017 Perbaikan Rumah tidak layak huni di kabupaten
badung sebanyak 625 yang tersebar di 62 desa sekabupaten Badung, pada
tahun 2018 sebanyak 142 rumah sudahlayak huni, dan pada tahun 2019
sebanyak 565 rumah sudah layak huni, namun pada tahun 2020 tidak ada
perbaikan perumahan karena refokusing anggaran.Jadi dari tahun 2017 sampai
2021 Perbaikan rumah tidak layak Huni di Kabupaten Badung sebanyak 1332
Rumah yang tersebar di 6 kecamatan.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung pendanaan seperii
yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman terdiri dari Belanja Tak langsung dan Belanja Langsung.
Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja
modal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sesuai amanat Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2011 dan target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yaitu
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum
aman, terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh, serta pemenuhan sanitasi
layak memerlukan peran partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah dalam hal
pendataan, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman.
Adapun tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan
perumahan yang dihadapi sekarang yaitu:

1. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni
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2. Belum ada pengendalian titik-titik kumuh
3 Belum optimalnya penyediaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana dan

Utilitas umum perumahan

Beberapa peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :

Upaya Peningkatan kualitas cakupan layanan infrastruktur permukiman dengan

peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik,
sampah dan drainase lingkungan) dengan strategi:

1 Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik
2 Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan

3 Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan

Secara umum kondisi perumahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan

adanya peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan

kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum

mampu memenuhi pertumbuhan itu. Hal tersebut berdampak pula pada

pembukaan lahan baru atau pembangunan tanpa memperhatikan prinsip2

hunian yg layak dan sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan

kekumuhan

Upaya pemenuhan perumahan sehat dan layak huni dengan strategi:

1 Perluasan akses terhadap tempat tinggal layak yang dilengkapi sarana
prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat

2 Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas rumah
sehat dan layak huni.

3. Pengendalian Titik titik kumuh perumahan dan kawasan permukiman
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KABUPATEN BADUNG

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indiator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
. tupes ungt Target Target Renstra PD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
NO Dinas Perumahan Rakyat dan Target SPM Target IKK Indikator
Kawasan Permukaman lainnya 2018 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Persenizse Jaian Lingrungan yang 64.67% 77.36% 81.08% 84.80% 8852% 64.33% 4570% 86.39% 55 00%
1 |Berkonds: baw 00 832 564 1019 621
Teccapamya Larana Perumanan dan 100.00% | 100.00% 100.00% 100 00% 100.00% 3807% 92.30% 78.05% 69.47%
2 |Pecmusaman yang memada 00 381 923 78.1 89.5
L, |Pernoratan Yuaitas Lingrungan 0.00% 000% 11.00% 2300% 3500% 88.73% 4627% | 80.38% 0.09%
¢ |Permusiman a 00 00 4206 3495 03
Pormngraton Vapasias P ena g langan 10000% | 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 9155% | 78.98% 0.00%
4 |gencans y 00 00 916 790 00




_ rnn Arggarn Pada Tarun Rostassl Anggaran Pada Tahun Angowran Riacus Petrmearan
F-.) F-1 o8 F) 0 o8 FaIL o8 £ i8] 2017 | 2018 | 2o1s | %0 hrgzwe ey
: 2 S T < 5 7 0 0 0 2 5] 3 is 30 (12 T8
SR AR DARRY : TTATI AN IO | 1SR 10 $4.490 09434310 TEA38970 46851 V67477 A0T858 08 Tierisanar T1778 %747 13 5000] 0es3]| 0%04] 096 31| wmssies 610 016581 50
b v wrgmey AnIRSED 14.03,72), 2000 | 10,9, 05,926 00 $.300.387,65% 00 S5 ST 00| V1A B 00| 10540, WA 65100 Gooo] _o7w| _ose| owe] 11| ewisoome smen i m
e =g 2 TSI Ia 0= 05 | eamw 107 esa ey 18728006 13 0000] O8&| 04n| owcs| 67| eredimesass 56 558 334,000 10
oM 47 477 402 888 05| (TAATISO I CRECCCTAD woos| eesz| esed| asw| esen IS T aret
8 P T 757w vty wared v s Yarge 1 I 1 1 1 1 1 | I 1 1 I T )




BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPKP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
antara lain
2 Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis

bidang perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
b Tidak tersedia data dan informasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang

akurat

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung adalah :
a Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum
memadai
b. Belum optimalnya Keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan di

bidang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni

bagi setiap keluarga

c. Belum optimalnya sistem koordinasi dengan sektor terkait di Provinsi,
Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.

d. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan
perumahan belum maksimal

e. Kondisi lingkungan perumahan pada beberapa kawasan tidak didukung
infrastruktur yang memadai sehingga berdampak pada menurunnya kualitas
lingkungan perumahan.

f.  Berkembangnya jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan jumlah rumah
tangga yang menempati rumah tidak layak huni
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Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, salah
satu rumusan Tujuan adalah Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan perumahan dan
infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart Living
dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu: Meningkatnya Penyediaan
akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang layak ., aman dan
terjangkau dg indikator Presentase peningkatan layanan infrastruktur permukiman
yang layak dan aman melalui pendekatan smaert living dan Presentase
pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Guna mendkung pencapaian sasaran dr Misi ke 3 Kementrian PUPR,
Direktorat Jenderal Perumahan melaksanakan penyelenggaraan perumahan yang
ditujukan untuk Meningkatkan kebutuhan Perumahan layak huni secara kolaboratif
terutama untuk kelompok marayarakat berpenghasilan rendah.Rumah yg
memenuhi indikator dasar sesuai perameter SDG's, yaitu kecukupan luas

bangunan, ketahanan konstruksi, akses air minum, dan sanitasi layak.

A. Visi Provinsi Bali adalah: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru
Adapun kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan

fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali sebagai
benkut :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumliah
dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.

2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara
terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan

perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung mencakup Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman antara lain Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan
Permukiman, dan Bidang Penyelenggaraan Sarana Prasarana Utilitas Umum .
Adapun isu — isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung antara lain :
1) Adanya Backlog di Kabupaten Badung karena jumlah ketersediaan rumah
tidak sebanding dengan banyaknya Rumah Tangga
2) Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu peningkatan
kualitas dan akibat korban bencana.
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3.2.3. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu Merumuskan
kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta
pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dalam

pelaksanaannya tersebut sesuai dengan Misi Bupati Badung yang terkait

yaitu

Wisi Bupati Nomor 9 vaitu : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang
berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Welalui beberapa indikator kinerja dalam program2 kegiatan yang
glaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat diantaranya Program
Pengembangan Peumahan, Kawasan Permukiman, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Utilitas Umum dan dengan tujuan Terwujudnya Kawasan
permukiman  dan Perumahan Layak Huni yang disukung oleh
Sarana Prasarana dan utilitas yang memadai merupakan kewajiban sebagai

upaya meningkatkan daya saing daerah .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah
Daerah Provinsi Bali
Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni
rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman,
harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”, sehingga tujuan
tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya.
Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung maka Renstra yang
berkaitan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.
Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-
2024 adalah: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
handal,Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan kepada
Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan
Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
Pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan
untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain Ketahanan Ekonomi,
Pengembangan Wilayah, SDM Berkualitas, dan Berdaya saing, Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan, Penguatan Infrastruktur, Pembangunaan
Lingkungan Hidup, , serta stabilitas politikHukum dan Transformasi Publik.
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32 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
3.2.1. Visi Bupati Badung

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara
sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang
disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2022 - 2026
adalah sebagai benkut:

“MELANJUTKAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT BADUNG MELALUI
PEMIBANGUNAN YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kebahagiaan adalah suatu
veadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan
kepuasan terhadap 10 (sepuluh) aspek kehidupan yang eksensial yang
meliputl kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga,
keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, kondisi keamanan.

3.2.2. Misi Bupati Badung

Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi yang
harus dilaksanakan yaitu:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai
keragaman adat, budaya dan agama.

2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan berdasarkan Prinsip
Good Governance dan Clean Governance yang berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi

3. Mewujudkan Tatatanan Masyarakat yang tertib, Taat Azas serta
menjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM ).

4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang
berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandasan pada
penguatan Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian Masyarakat.

6. Pembeardayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
( UMKM ) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.

7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat melalui sistem Jaminan Sosial
yang Komprehensif.

8. Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang berorientasi
pada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis Kreativitas dan

Inovasi.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

41 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :
a. Tujuan:
Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di
Kabupaten Badung
b. Sasaran:
1. Terlaksananya Pengembangan Perumahan
2. Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh
3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak Layak Huni
4. Meningkatnya Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU )
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1.
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3) Adanya titik kumuh pada kawasan padat permukiman di Kecamatan Kuta
Utara, Kuta dan Kuta Selatan

4) Belum tuntasnya peningkatan dan pemeliharaan PSU Perumahan dan
kawasan permukiman

5) Kurangnya regulasi di bidang perumahan untuk penyelenggaraan

pembangunan perumahan dan permukiman terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

NO TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)
; TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 50752 2023 2004 2005 3026
() 2 [©)] (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 |Terwujudnya Kawasan 1 Terlaksannya Program Pengembangan 1 Persentase Tersedianya Data dan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Permukiman dan Perumahan Perumahan |Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Layak Huni di kabupaten |Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Badung i
2 Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
|dan Pengembangan Perumahan
2 Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh | 1 |Persentase Terbitnya Izin Pembangunan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
'dan Pengembangan Kawasan
Permukiman
2 Persentase Tertatanya Kualitas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Kawasan Permukiman Kumuh
3 Penanganan Perumahan dan Kawasan | 1 |Persentase Terwujudnya Perumahan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Permukiman Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh
di Kabupaten Badung
4 Meningkainya Prasarana, Sarana dan 1 Prosentase Prasarana, Sarana, 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Utilitas Umum (PSU) dan Utilitas Umum Perumahan
yang terkelola di Kabupaten Badung
5 Terwujudnya tata kelola 1 Persentase rala-rala hasil 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
pemenn 1 yang efektf, efisien ketercapaan pelaksanaan
dan akuntabel program pendukung PD
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, maka strategi dan
kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

A. Sasaran . Terlaksananya Pengembangan Perumahan
trategi : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah

Korban Bencana

Kebijakan: Meningkatkan kapasitas penanggulangan
bencana
Strategi : Penerbitan 1zin Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan
Kebijakan: Koordinasi dan  Sinkronisasi Pengendalian

Pembangunan danPengembangan Perumahan

B Sasaran :  Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh
Strategi :Penerbitan 1zin Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan
Kebijakan: Menerbitkan ljin Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan

Strategi : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh

Kebijakan: Menata Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

C. Sasaran . Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak
Layak Huni
Strategi :Pencegahan  Perumahan  dan Kawasan

Permukiman Kumuh
Kebijakan: Terwujudnya Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tanpa Kumuh diKabupaten Badung

D. Sasaran :  Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Strategi :Melaksanakan Penyerahan dan Pemeliharaan
Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan
Kebijakan: Pendataan Jumlah Perumahan yang dipelihara di
Kabupaten Badung
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E. Sasaran

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif, efisien

dan akuntabel

Strategi
Kebijakan:

Strategi
Kebijakan:
Strategi
Kebijakan:

Meningkatkan disiplin pegawai
Meningkatkan  kualitas laporan  administrasi

Kepegawaian

Terpeliharanya barang milik daerah
Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan
Meningkatnya kinerja perangkat daerah
Meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan

pemerintah

Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan

sasaran jangka menengah DinasPerumahan Rakyat danKawasanPermukiman

Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka
menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut

b

Terlaksananya Pengembangan Perumahan
Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh
Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni

Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

nob W N

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan
berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan
setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan prioritas dan
penunjang dapat dilihat pada (Tabel 6.1).
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Indikasl Rencana Program dan kegistan prioritas yang disertal Ketastitan Pendanasn Tahun 2071 - 2026

Infutter. 1hweg Deta Capalon ot iatanvBub dan Kerangha Pendanasn Kondisi Kinerja pada Akhir
Froa Jrtonlsl Target Kinerjs Program¥.eg Kagistan »rg
Tujuan, Sasaran Pada Tahun Awal
‘ahun 202 Yahun 2023 Tahon 2024 Yahun 2028 Perioda RPIMD (Tahun 2026)
Program dan Program (Outcome ) Perencanaan T 2 202:
Kegiatan dan Kegiatan (Output ) Yahun 2021 Rp. Juta Rp. Juta Rp. Juts Target Rp. Juta Target Target Rp. Juta
$ ] 7 10 12 " 18 16 7 19 20
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 1248816 16,4991 16,683.10, 16,119.70, 232,768.84
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Indikator Kinerja
Proaram/Kealatan/
Tujuan, Sasaran

Program (Outcome )

Data Capaian

Pada Tahun Awal
Perencanaan

Target Kinerja Program/Keglatan/Sub Keglatan dan Kerangka Pendanaan
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BAB VII
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026
telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam
rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan
Indikator Kinerja PD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian
Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilinat pada
Tabel 7.1.
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun (%) Kondisi Kinerja pada
No, Indikator pada awal Tahun akhir Tahun 2026
2021 Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 (%)
(1 (2) ) (4) (5) (6) (7) (8) 9)
1 |Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 |Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program
Kabupaten
3 |Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pengembangan Perumahan
4 |Persentase Terwujudnya Perumahan dan 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di
5 |Perae 25U Perumahan yang 100.00% 100.00{ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Torke di Kabupaten Badung
6 |Terwujudnya Tata ke pemerintahan yang 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ofektl, efisien dan akuntabel




BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk masa 5 tahun. Keberhasilan Renstra
membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta kesiapan struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman didalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan
Renstra yang terpadu dan berkelanjutan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Badung tetap mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2022-2026. Keberhasilan pencapaian target dalam Renstra Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung akan
berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten
Badung. Oleh karena itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan bagi
tiap bidang dan personil dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya

pada kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
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